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INTI SARI

Kebutuhan akan tanah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya
pelaksanaan kegiatan pembangunan, disisi lain luas tanah yang tersedia relatif tetap.
Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, sebagai
konsekwensi logis maka meningkat pula masalah pertanahan yang dalam beberapa tahun
terakhur ini dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Dalam rangka memberikan
pelayanan yang lebih baik, dirasakan perlunya penyempurnaan pelayanan kepada
masyarakat, Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan peningkatan efisiensi dan
kualitas pelayanan masyarakat di bidang pertanahan pada umumnya berlaku untuk
Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dan khususnya pada Kantor Pertanahan Kota
Banda Aceh berdasarkan Instruksi Menteri Negara Agrarnia/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 tahun 1998 tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan
masyarakat di bidang pertanahan.

Pelayanan di bidang pertanahan adalah merupakan pelayanan yang terpadu antara
beberapa komponen. Pelayanan teknis administrasi pertanahan yang masing-masing
komponen mempunyai ciri khusus pelayanan yang berbeda-beda antara lain pelayanan
pengaturan penguasaan tanah, penatagunanan tanah hak-hak atas tanah, pengukuran dan
pendaftaran tanah serta sub bagian tata usahayang merupakan kegiatan pendukung
pelayanan pertanahan di bidang administrasi kantor.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan
tersebut pada intinya meliputi :

1. Tertib Administrasi.

2. Ketersediaan dan keterjelasan fungsi loket. Ada 1 (satu) jenis loket yaitu informasi
pelayanan , penyerahan dokumen permohonan pelayanan | pembayaran biaya dan
pengambilan produk.

Kejelasan prosedur pelayanan dan kelengkapan persyaratan.

Kejelasan kepastian biaya dan kepastian waktu pelayanan.

Pemberian pelayanan informasi.

Penentuan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme kerja dan
simpul-simpul pelayanan.

Keterbukaan dalam pelaksanaan semua jenis pelayanan kepada masyarakat
diharapkan untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan hak atas tanah dari
masyarakat pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh khususnya dalam proses
pengurusan hak-hak atas tanah sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan
dibidang pertanahan dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan sasaran
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan akan tanah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya
pelaksanaan kegiatan pembangunan, disisi lain luas tanah yang tersedia relatif
tetap. Oleh karena itu sering terjadi benturan dan hambatan dalam pelaksanaan
pembangunan, tanah-tanah tidak lagi dipandang dari segi agraria saja yang
diidentifikasikan dalam kegiatan pertanian, akan tetapi telah berubah dan
berkembang menyangkut berbagai segi kehidupan sehingga menimbulkan
berbagai masalah baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam.
Dalam hal ini pemerintah telah membuat kebijaksanaan pembangunan
khususnya dalam bidang pertanahan yang pada hakekatnya bahwa segala macam
pembangunan dibidang pertanahan diarahkan pemanfaatannya agar dapat
mewuyjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti yang telah diamanatkan dalam
GBHN.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut,
sebagai konsekwensi logis maka meningkat pula masalah pertanahan yang
dalam beberapa tahun terakhir ini seolah-olah begitu saja muncul kepermukaan

dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas.



selalu terbentur pada sistem birokrasi yang sulit dan berbelit belit, biaya
pengurusan yang besar dan mahal sehingga tidak terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat, serta waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif lama. Dengan
adanya anggapan-anggapan dalam masyarakat tersebut dengan sendirinya akan
menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan seperti sengketa tanda batas,
tanah ulayat, tanah warisan dan lain-lain yang kalau tidak diselesaikan dengan
baik akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih parah lagi.

Menurut Herutomo Soemadi penyebab munculnya permasalahan di atas
adalah :

1. kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau;

2. harga tanah yang meningkat dengan cepat;

3. kondisi masyarakat yang makin menyadari dan mengerti akan kepentingan
dan haknya;

4. klim keterbukaan sebagai salah satu kebijaksanaan yang digariskan
pemerintah;

5. masih adanya oknum-oknum aparatur pemerintah yang masih belum
menyadari dan belum dapat menangkap aspirasi masyarakat;

6. adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari
keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakannya untuk
kepentingan politik. (Herutomo Soemadi, 1995:40)

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa adanya tuntutan masyarakat akan
perlunya keterbukaan dalam pelaksanaan tugas, prosedur pembayaran yang
sederhana, kapasitas mengenai waktu dan kapasitas mengenai biaya yang harus
dibayar oleh masyarakat didalam menyelesaikan urusan hak atas tanahnya serta
berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak-hak dan

kepentingan masyarakat.



terwujud, sistem pengelolaan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien serta
meningkatkan dan menyeimbangkan perangkat informasi yang semakin baik
untuk mengurangi mata rantai pelayanan yang sudah ada.

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
mengemukakan bahwa :

“.. perlunya peningkatan mutu perangkat pelayanan dengan

meningkatkan pengetahuan dibidang pertanahan kepada para pejabat

yang berkecimpung di bidang pelayanan di daerah, dalam rangkat upaya
pemeliharaan tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan
dimasyarakat. Administrasi pertanahan pada umumnya belum tertib,
kecepatan mutasi penguasaan belum sepenuhnya didukung oleh tertib
administrasi. (Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional, 1994:20)”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok Badan
Pertanahan Nasional sekaligus merupakan salah satu fungsi Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab
itu kiranya wajar apabila pelaksanaan tugas BPN akan selalu menjadi pusat
perhatian masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perhatian
terhadap upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan tersebut. Upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini mempunyai aspek yang sangat
luas, yang meliputi kebijaksanaan termasuk penerbitan ketentuan peraturan yang
diperlukan maupun aspek pelaksanaannya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah
telah menetapkan kebijaksan peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan

masyarakat dibidang pertanahan, umumnya berlaku untuk kantor pertanahan di



Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang peningkatan efisiensi dan kualitas
pelayanan masyarakat dibidang pertanahan.

Pemberian pelayanan masyarakat dibidang pertanahan merupakan
perwujudan dari fungsi BPN sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi
negara. Agar tercipta keseragaman pola dan langkah dalam pelayanan
masyarakat dibidang pertanahan, perlu adanya suatu landasan dalam bentuk
pedoman tata laksana pelayanan. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal-hal
yang perlu mendapat perhatian dalam prosedur operasionalisasi dan mengingat
ruang lingkup pelayanan masyarakat dibidang pertanahan sangat luas dan
kompleks, baik menurut bentuk, jenis maupun sifatnya, maka upaya rencana
pelayanan masyarakat dibidang pertanahan tersebut meliputi aspek-aspek
a. Tertib Administrasi Pertanahan.

b. Keterbukaan dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan yang jelas.

c. Kecepatan waktu pelayanan dalam arti dapat diselesaikan dalam waktu yang
telah ditentukan.

d. Kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat yang menunggu pelayanan dan
penyediaan loket-loket pelayanan.

¢. Adanya pembagian tugas yang jelas.

Sistem Pelayanan Pertanahan Terpadu pada Kantor Pertanahan Kota
Banda Aceh dirasa perlu untuk meningkatkan dalam rangka memenuhi tuntutan
dari masyarakat dalam bidang pertanahan, sehingga dapat tercapainya tujuan

pembaociinan dibidano nertanahandan mewniindlan firinian nemhaciinan nacinnal



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusunan tertarik untuk
mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul :
“PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH
DIKELUARKANNYA INTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA

KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH”

B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :
Apakah dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 dapat mempelancar pelayanan

pengurusan hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan kemampuan penyusun serta agar

penulis terarah dalam menjabarkan permasalahan, maka penyusun

membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan dalam proses pengurusan hak-hak atas tanah.

2. Membandingkan proses pelayanan pengurusan hak-hak atas tanah
sebelum dan setelah dikeluarkannya Instruksi Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998, dari

tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 1990/2000.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini untuk :

a. mengetahw kelancaran proses pengurusan hak-hak atas tanah sebelum dan
setelah dikeluarkannya Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 di Kantor Pertanahan Kota
Banda Aceh.

b. sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya

yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN )

A. Kesimpulan
1. Dengan diterapkannya sistim loket dalam pelayanan sejak dikeluarkannya
Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
Tahun1998 pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dapat membantu
atau mempermudah masyarakat (pemohon) dalam mengajukan
permohonan. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dengan sistim loket dalam
proses pengurusan hak atas tanah negara setelah dikeluarkannya Instruksi
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1998 adalah lebih cepat, yaitu dari 2.833 permohonan hak atas
tanah dapat diselesaikan sebanyak 2.610 atau (92,12 %) permohonan
sehingga rata-rata perbandingan yang diselesaikan per-bulan adalah 217
persil bila dibandingkan dengan waktu sebelum dikeluarkannya, yaitu dari
1.623 permohonan hak atas tanah hanya dapat diselesaikan 1.325 atau
(81,64 %) permohonan sehingga rata-rata perbandingan yang diselesaikan
per-bulan adalah 110 persil. Dengan dilaksanakannya Instruksi MNA/
KBPN No.3/ 1998 pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh terbukti

dapat memperlancar pelayanan permohonan hak atas tanah dari

“anactraralrof



84

khususnya dalam proses pengurusan hak atas tanah negara dapat

diwujudkan melalui sistim loket.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas keagrariaan
dalam menyelesaikan proses permohonan hak atas tanah di Kota Banda
Aceh, maka perlu penyuluhan dan pemberian informasi yang jelas pada
masyarakat, agar syarat-syarat yang diperlukan dalam proses permohonan
hak dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Dengan meningkatnya jumiah permohonan hak atas tanah harus dapat
diimbangi dengan pelayanan yang baik, cepat dan lancar agar ada
keseimbangan antara jumlah permintaan dan hasil yang akan dicapai, maka
untuk itu sistim loket yang telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kota
Banda Aceh dapat berjalan sesuai fungsinya.

3. Agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dari segi tertib
admnistrasi dan peningkatan sumber daya manusia mengenai pengetahuan
pertanahan, kursus komputer di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Banda
Aceh.

4. Memasyaratkan setiap peraturan perundangan pertanahan baik di

lingkungan Kantor Pertanahan maupun kepada masyarakat yang berkaitan
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